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ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi agenda
strategis nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar, termasuk melalui Foreign
Direct Investment (FDI). Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi aspek krusial
dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi FDI di IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal serta mengkaji sejauh mana kepastian hukum diberikan kepada
investor asing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun regulasi yang ada telah mengatur perlakuan non-diskriminatif dan pemberian insentif
kepada investor asing, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti inkonsistensi
kebijakan, birokrasi, dan persoalan lahan. Penjaminan hak atas tanah melalui Hak Pengelolaan
oleh Otorita IKN serta jaminan kepastian hukum melalui instrumen nasional dan internasional
menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan aspek hukum dan koordinasi lintas lembaga guna menjamin perlindungan
hukum yang optimal bagi investor asing di IKN.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Foreign Direct Investment, Ibu Kota Nusantara,
Penanaman Modal Asing, Otorita IKN

PENDAHULUAN juga merupakan transformasi struktural
A. Latar Belakang dalam tata kelola negara dan pembangunan
Pemindahan  lbu Kota Negara nasional yang membutuhkan pembiayaan
Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota besar dan partisipasi dari sektor swasta,
Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur termasuk ~ melalui  Foreign  Direct
merupakan kebijakan strategis nasional Investment (FDI).> _
yang  bertujuan  untuk  mendorong Dalam_ konteks ini, FDI memainkan
pemerataan pembangunan serta peran penting sebagai sumber pendanaan
mengurangi beban Jakarta sebagai pusat alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan

pemerintahan dan ekonomi. Langkah ini
tidak hanya bersifat administratif, tetapi
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Belanja Negara (APBN).® Kehadiran
investor asing tidak hanya memberikan
kontribusi dalam bentuk modal, tetapi juga
membawa teknologi, manajemen modern,
serta membuka lapangan kerja. Namun,
daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan
investasi sangat dipengaruhi oleh aspek
kepastian hukum. Kepastian hukum
menjadi prasyarat utama bagi investor
untuk menanamkan modalnya secara
berkelanjutan dan aman dari risiko hukum
dan politik.”

Kepastian  hukum  mencerminkan
jaminan terhadap stabilitas regulasi,
perlindungan hak investor, dan kejelasan
mekanisme penyelesaian sengketa. 8 Dalam
konteks pembangunan IKN, meskipun
pemerintah telah menyediakan berbagai
insentif, termasuk kemudahan perizinan
dan insentif fiskal, kenyataan di lapangan
menunjukkan masih adanya permasalahan
seperti  tumpang tindih  peraturan,
ketidakpastian hak atas tanah, dan birokrasi
yang kompleks. °

Secara normatif, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (UUPM) mengatur prinsip non-
diskriminasi dan memberikan hak yang
sama bagi investor asing maupun
domestik.’® Namun, implementasi dari
prinsip tersebut membutuhkan keselarasan
dengan undang-undang sektoral lainnya,
khususnya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan
aturan pelaksanaannya. Salah satu aspek
krusial adalah pengelolaan dan pemberian
Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada

® Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2022
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran
dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan
Pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 3.

7 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman
Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013), him. 4.

8 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2012), him. 19.

9 Hilda B. Alexander, "Kepastian Hukum Hak
Atas Tanah Bakal Dongkrak Investasi Asing di
IKN", Kompas.com, diakses pada 28 Desember
2024.
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Otorita IKN yang bertugas sebagai subjek
hukum dalam pengelolaan lahan investasi.t?

Berbagai kebijakan telah dirancang
untuk menarik FDI di IKN, seperti
pemberian fasilitas perpajakan, jaminan
kemudahan investasi, serta perlindungan
hukum. Namun, tantangan utama terletak
pada konsistensi pelaksanaan kebijakan
tersebut dan keberhasilan pemerintah dalam
menciptakan sistem hukum yang dapat
memberikan kepastian kepada investor. 12
Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting
untuk  menganalisis  sejaun  mana
implementasi FDI di IKN sesuai dengan
prinsip kepastian hukum sebagaimana
diatur dalam UUPM serta merumuskan
rekomendasi guna memperkuat posisi
hukum investor asing di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Foreign
Direct Investment di Ibu Kota
Nusantara menurut Undang-Undang
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal?

2. Bagaimana Kepastian Hukum terhadap
Investor asing dalam kegiatan Foreign
Direct Investment di Ibu Kota
Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana
implementasi Foreign Direct
Investment di Ibu Kota Nusantara
menurut Undang-Undang No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.

2. Untuk mengetahui bagaimana
kepastian hukum terhadap Investor

10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pasal 6-9.

11 Hilda B. Alexander, "Lebih dari 34.000
Hektar Tanah IKN Diserahkan ke Otorita Jadi Hak
Pengelolaan”, Kompas.com, diakses pada 30
Desember 2024.

12 Surya Oktaviandra, “Penataan Ulang
Pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota
Negara”, Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No. 1
(2022), him. 128-129.
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asing dalam kegiatan Foreign Direct
Investment di Ibu Kota Nusantara.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
yuridis  normatif, yaitu pendekatan
penelitian hukum yang bertumpu pada
analisis terhadap peraturan perundang-
undangan dan bahan hukum lain yang
relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif,
bertujuan untuk mengkaji norma hukum
positif yang mengatur foreign direct
investment (FDI) di Ibu Kota Nusantara
serta menelaah kepastian hukum bagi
investor asing dalam kerangka Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini mencakup
tiga  pendekatan, vyaitu  pendekatan
perundang-undangan (statute approach),
yang dilakukan dengan menelaah ketentuan
dalam UUPM, UU IKN, dan peraturan
turunannya; pendekatan konseptual
(conceptual approach), yang digunakan
untuk memahami asas dan teori kepastian
hukum serta konsep FDI; serta pendekatan
perbandingan (comparative approach),
yang membandingkan ketentuan terkait
penanaman modal asing antara UUPM dan
regulasi khusus di IKN untuk menemukan
titik temu dalam menjamin kepastian
hukum.

Sumber data yang digunakan terdiri
dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Bahan hukum primer meliputi
berbagai peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar dalam pengaturan
penanaman modal asing dan pembangunan
IKN, seperti Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan
peraturan pemerintah serta peraturan
presiden terkait. Bahan hukum sekunder
mencakup literatur hukum, buku teks,
jurnal ilmiah, serta artikel dari pakar hukum
yang relevan. Sementara itu, bahan hukum
tersier berupa kamus hukum dan referensi
pendukung  lain  digunakan  untuk
melengkapi  pemahaman  terminologis

13 Op.Cit, David Kairupan, him. 100.
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dalam penelitian ini. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan
(library  research), dengan analisis
kualitatif terhadap ketentuan hukum dan
teori yang relevan guna menarik
kesimpulan ~ secara  sistematis  dan
argumentatif.

PEMBAHASAN
A. Implementasi Foreign Direct
Investment di Ibu Kota Nusantara
menurut Undang-Undang No. 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal
1) Prosedur Pelaksanaan Foreign Direct
Investment
Investor asing yang ingin menanam
modal di Indonesia tidak diperbolehkan
untuk  melakukan  investasi  secara
perseorangan, melainkan wajib  untuk
mendirikan badan usaha atau perusahaan
yang dikenal dengan Perseroan Terbatas
(PT) menurut Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (UUPM). Selanjutnya, UUPM
menyebutkan bahwa investor asing yang
ingin mendirikan PT dapat dilakukan
dengan cara mengambil bagian saham pada
saat pendirian PT atau membeli saham.
Dalam mendirikan PT Penanaman Modal
Asing (PMA), terdapat beberapa tahapan
umum yang harus diperhatikan: **

1. Tahap persiapan dan perundingan
(negosiasi);

2. Tahap pengajuan dan penerbitan
pendaftaran penanaman modal;

3. Tahap  pendirian perusahaan
penanam modal asing;

4. Tahap pengurusan izin-izin setelah
pendirian  perusahaan penanam
modal asing.

Pada tahap persiapan dan negosiasi,
investor asing wajib mengidentifikasi
bidang-bidang usaha yang akan dijalankan,
yang mengacu pada daftar negatif investasi
(DNI), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha



Indonesia (KBLI), dan/atau International
Standard for Industrial Classification
(ISIC). KBLI sendiri mengklasifikasikan
kegiatan ekonomi yang menghasilkan
barang maupun jasa, dan diatur dalam Pasal
1 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2021.

Dalam tahap pengajuan permohonan
pendaftaran, investor  asing  akan
mengajukan permohonan ke Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
baik sebelum maupun sesudah
mendapatkan status badan hukum sebagai
PT. Pendirian perusahaan dilakukan sesuai
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT), dan  wajib  memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPT.

Setelah pendirian, perusahaan PMA
harus mengurus perizinan berusaha melalui
sistem OSS untuk menjalankan kegiatan
produksi atau operasi komersial. Jenis
perizinan menurut Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun
2009 meliputi:

« Pendaftaran Penanaman Modal;

e lzin Prinsip Penanaman Modal;

e lzin Prinsip Perluasan dan
Perubahan;

e lzin Usaha, Izin Usaha Perluasan,
Izin Usaha Penggabungan, dan 1zin
Usaha Perubahan;

e lzin Lokasi;

e lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

e lzin Gangguan (UUG/HO);

o Surat Izin Pengambilan Air Bawah
Tanah;

e Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e Hak atas tanah;

14 Alfirza D.A. Ichwani, “Foreign Direct
Investment sebagai Sumber Pendanaan
Pembangunan IKN”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin,
Vol. 1, No. 5 (2023), him. 9.
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e lzin-izin lainnya terkait penanaman
modal.
Jenis pelayanan nonperizinan menurut
Pasal 13 ayat (3) Perka BKPM No. 12
Tahun 2009 antara lain:

o Fasilitas bea masuk atas impor
mesin dan bahan;

o Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
badan;

e Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA);

e Rekomendasi Visa untuk bekerja

(TA.01);

e lIzin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA);

e Angka Pengenal Importir Produsen
(API-P);

e Insentif daerah dan layanan
informasi serta pengaduan.

2) Pelaksanaan Foreign Direct

Investment di Ibu Kota Nusantara
Menurut Kementerian PPN/Bappenas,

pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

membutuhkan dana sebesar Rp466,9

triliun atau sekitar US$30,6 miliar.1* Dana

tersebut berasal dari berbagai skema

pembiayaan, antara lain: ¥

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) melalui alokasi
belanja maupun pembiayaan;

2. Kerja Sama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU);

3. Pembiayaan oleh BUMNY/swasta
murni, baik secara langsung
maupun melalui kerja sama dengan
swasta;

4. Pendanaan internasional, seperti
hibah dan pinjaman dari lembaga
bilateral/multilateral,

15 | ampiran Il Undang-Undang No. 3 Tahun
2022.



5. Skema pembiayaan kreatif seperti
crowdfunding dan dana filantropi.

BKPM  mengelompokkan  model-
model investor asing yang masuk ke proyek
IKN menjadi empat bentuk, yaitu: 16

1. Pemilik teknologi atau kontraktor
yang tidak mau menanamkan modal
tetapi menawarkan jasanya kepada
pemerintah;

2. Investor yang mengharapkan skema
pemerintah  sebagai  offtaker,
misalnya investor bersedia
membangun hotel tetapi berharap
pemerintah membeli atau menyewa
hasilnya;

3. Investor portofolio, yakni investor
yang tidak memiliki keahlian teknis
tetapi memiliki dana  untuk
diinvestasikan;

4. Investor yang bersedia menanggung
risiko bisnis secara penuh, seperti
membangun dan mengelola
apartemen atau fasilitas
infrastruktur sendiri.

Untuk menfasilitasi model-model ini,
skema joint venture antara investor asing
dan investor lokal digunakan. Kerja sama
ini diformalkan dalam bentuk pendirian
Perseroan Terbatas (PT) bersama, di mana
kedua pihak menyumbangkan modal serta
tetap menjaga eksistensinya masing-masing
sebagai entitas yang merdeka. 1’

Skema KPBU secara hukum diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun
2022. KPBU merupakan bentuk kerja sama
antara pemerintah dan badan usaha

16 Loc.Cit, Alfirza D.A. Ichwani.

17 Riki Taufik Rakhmani, “Penanaman Modal
Asing di Tbu Kota Nusantara”, Jurnal Hukum &
Pembangunan, Vol. 53, No. 4 (2023), him. 667.

18 Khalisha E. Septianita, “Kepastian Hukum
bagi FDI dalam Skema KPBU di IKN”, Jurnal

Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT

(BUMN, BUMD, atau swasta/asing) dalam
penyediaan infrastruktur strategis.

Di tingkat internasional, skema ini
dikenal sebagai Public Private Partnership
(PPP). Menurut definisi World Bank Group,
PPP adalah kontrak jangka panjang antara
entitas  privat dan  publik  untuk
pengembangan atau pengelolaan aset
publik, di mana pihak privat menanggung
risiko yang signifikan serta bertanggung
jawab terhadap hasil dan kinerja proyek. 8

Dalam konteks ini, investor asing wajib
membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP)
sebagai entitas hukum berbentuk PT.
Sebelum membentuk BUP, para pihak
wajib menyusun joint venture agreement
yang mengatur susunan modal, pembagian
kewenangan, manajemen perusahaan, serta
mempertimbangkan  kondisi  ekonomi
makro dan mikro, termasuk budaya lokal. 1°

Tahapan umum dalam joint venture
meliputi: 2°

e Penyusunan nota kesepahaman dan
perjanjian kerahasiaan;

o Uji tuntas (due diligence);

e Penyusunan perjanjian pengalihan
aset, alih karyawan, dan penyediaan
teknologi;

e Pengajuan izin melalui sistem
Online Single Submission (OSS);

e Pengesahan badan wusaha oleh
Kementerian Hukum dan HAM,;

e Perolehan Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan perizinan operasional.

Seluruh proses KPBU terbagi ke dalam
empat tahap sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 PP No. 17 Tahun 2022, yaitu:

Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol.
1, No. 4 (2024), him. 163.

1% Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman
Modal di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), him.
49-50.

20 Op.Cit, Riki Taufik Rakhmani, him. 672-
673.



1. Perencanaan, oleh PJPK atau
BAPPENAS, termasuk identifikasi
dan anggaran;

2. Penyiapan, berupa studi kelayakan,
skema KPBU, dan perumusan
struktur proyek;

3. Transaksi, berupa seleksi mitra
badan usaha pelaksana;

4. Pelaksanaan perjanjian, mulai dari
pembangunan, operasional, hingga
pelaporan.

Proyek IKN dapat ditawarkan melalui
dua skema:

o Solicited, yakni prakarsa dari

pemerintah (menteri, kepala
lembaga, BUMN, atau Otorita
IKN);

e Unsolicited, yakni prakarsa dari
investor yang menyertakan studi
kelayakan, sesuai dengan Peraturan
Presiden No. 63 Tahun 2022.

Setelah proyek disetujui, investor asing
wajib membentuk PT berbadan hukum
Indonesia dan mengajukan perizinan usaha
melalui OSS. Otorita IKN diberikan
wewenang penuh dalam pemberian izin dan
fasilitasi investasi. Penyederhanaan
perizinan dilakukan melalui penerapan
Sistem OSS (Online Single Submission),
yaitu sebuah platform digital yang
dirancang untuk memfasilitasi pengurusan
perizinan usaha. Melalui sistem ini, pelaku
usaha dapat mengajukan permohonan izin
secara daring, memantau prosesnya, dan
memperoleh persetujuan dalam waktu yang
lebih efisien.

B. Kepastian Hukum terhadap Investor
Asing Dalam Kegiatan Foreign
Direct Investment di Ibu Kota
Nusantara

1) Pemberian Fasilitas, Insentif, dan
Jaminan terhadap kegiatan Foreign
Direct Investment
Salah satu faktor utama vyang

mendorong  investor  asing  untuk
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menanamkan modalnya di suatu negara
adalah kepastian hukum. Kepastian hukum
meliputi kejelasan peraturan perundang-
undangan, konsistensi pelaksanaan hukum,
serta jaminan bahwa hak dan kewajiban
para pihak dilindungi oleh negara. Dalam
konteks Indonesia, hal ini diakomodasi
melalui  berbagai  regulasi, terutama
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UUPM) dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (beserta perubahan
dalam UU No. 6 Tahun 2023).

Pemerintah memberikan beberapa
bentuk fasilitas hukum dan insentif kepada
investor asing, antara lain:

1. Fasilitas Perpajakan

Investor asing memperoleh fasilitas tax
holiday = sebagaimana  diatur  dalam
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
130/PMK.010/2020, yang memberikan
pembebasan Pajak Penghasilan Badan (PPh
Badan) selama 5 hingga 30 tahun
tergantung pada besar investasi dan sektor
usaha strategis yang dipilih.

Selain itu, investor juga dapat
menerima  tax  allowance  berupa
pengurangan penghasilan kena pajak
sebesar 30% dari jumlah investasi yang
dilakukan,  yang  diberikan  secara
proporsional selama enam tahun.

Untuk investasi di IKN, pemerintah
memberikan insentif tambahan berdasarkan
Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
12 Tahun 2023, yaitu:

e Pengurangan PPh Badan sebesar
100% untuk 10 tahun pertama, dan
50% untuk 5 tahun berikutnya;

o Keringanan PPN atas impor barang
modal dan bahan baku;

o Fasilitas perpajakan lainnya untuk
kegiatan di sektor prioritas.



2. Jaminan Repatriasi dan Perlakuan
Non-Diskriminatif

Investor asing dijamin haknya untuk
merepatriasi keuntungan, dividen,
kompensasi, royalti, dan modal hasil
likuidasi ke negara asalnya, sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUPM. Selain
itu, pemerintah menjamin bahwa investor
asing akan mendapatkan perlakuan yang
adil dan setara tanpa diskriminasi terhadap
kewarganegaraan, sesuai dengan prinsip
national treatment dan most-favoured-
nation yang umum dalam hukum investasi
internasional.

Khusus di IKN, Pasal 23 dan 24 UU
Cipta Kerja juga menguatkan jaminan
perlakuan non-diskriminatif ~ kepada
investor asing dan menjamin tidak akan
dilakukan nasionalisasi atau
pengambilalihan paksa tanpa kompensasi.

3. Kepastian Hak atas Tanah

Salah satu tantangan utama dalam
investasi asing adalah penguasaan hak atas
tanah. Pemerintah memberikan kemudahan
berupa pemberian hak atas tanah jangka
panjang:

e Hak Guna Usaha (HGU) diberikan
selama 95 tahun;

e« Hak Guna Bangunan (HGB) dan
Hak Pakai diberikan selama 80
tahun.

Hal ini diatur dalam Pasal 16A
Undang-Undang No. 21 Tahun 2023
tentang Perubahan UU IKN, vyang
menyebutkan bahwa hak-hak tersebut
diberikan dalam dua siklus jangka panjang
dengan evaluasi setelah periode pertama.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan
tanah dimanfaatkan sesuai rencana tata
ruang, tidak ditelantarkan, dan tidak
disalahgunakan.

4. Kemudahan Keimigrasian
Investor asing yang menanamkan
modalnya di Indonesia juga diberikan izin

Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT

tinggal terbatas (ITAS) dan izin tinggal
tetap (ITAP) dengan masa tinggal yang
lebih lama dibandingkan pekerja asing
biasa. Berdasarkan peraturan keimigrasian:

e Investor diberikan ITAS selama 2
tahun dan dapat diperpanjang;

e Setelah dua tahun berturut-turut,
mereka dapat mengajukan ITAP;

e Diberikan pula multiple re-entry
visa selama 24 bulan.

Ketentuan ini sangat penting untuk
mendukung  keberlangsungan investasi
asing, karena memungkinkan investor asing
untuk mengelola langsung proyek mereka
di Indonesia tanpa hambatan administratif.

5. Fasilitas Impor dan Kepabeanan

Investor asing diizinkan mengimpor
barang modal, bahan baku, serta barang
contoh yang diperlukan dalam proses
produksi atau pengembangan bisnis,
sepanjang tidak melanggar Kketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku. Pasal 24 UUPM mengatur bahwa
fasilitas ini dapat diberikan kepada investor
asing untuk memperlancar kegiatan usaha
dan menghindari hambatan produksi.

2) Permasalahan Foreign Direct
Investment di Ibu Kota Nusantara
Meskipun pemerintah telah

menyediakan berbagai fasilitas dan insentif

bagi investor asing, pelaksanaan Foreign

Direct Investment (FDI) di Ibu Kota

Nusantara (IKN) masih menghadapi

berbagai tantangan yang berdampak

terhadap kepastian hukum dan keberhasilan
investasi. Permasalahan tersebut antara
lain:

a) Tumpang Tindih Regulasi Pusat dan
Daerah

Salah satu permasalahan utama adalah
adanya tumpang tindih antara regulasi
nasional dan regulasi daerah, khususnya
dalam hal perizinan, penguasaan tanah, dan



pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah
terkadang  memiliki  kebijakan  atau
peraturan turunan yang berbeda dengan
ketentuan pusat, yang mengakibatkan
ketidakpastian dalam proses investasi.?

Meskipun Otorita IKN diberikan
kewenangan penuh untuk mengatur dan
menyelenggarakan perizinan di wilayah
IKN, implementasi di lapangan masih
menunjukkan adanya konflik kewenangan
antara lembaga pusat, otorita, dan
pemerintah daerah.??

b) Dualisme Pengaturan Hak atas
Tanah

Dalam konteks hukum tanah, terjadi
dualisme antara UUPM dan UU IKN,
terutama terkait pemberian Hak Guna
Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan
(HGB), dan Hak Pakai. UUPM menetapkan
prosedur umum terkait penguasaan tanah
oleh investor asing, sementara UU No. 21
Tahun 2023 tentang IKN menetapkan
skema jangka panjang dalam dua siklus
hingga 95 tahun.

Ketidakjelasan  sinkronisasi antara
kedua undang-undang ini menimbulkan
kebingungan dalam pelaksanaannya, baik
bagi investor asing maupun lembaga
pemerintah.

c) Perubahan Regulasi

Investor asing membutuhkan stabilitas
regulasi untuk dapat menyusun rencana
investasi jangka panjang. Namun, dalam
praktiknya, terjadi perubahan regulasi
secara cepat, terutama setelah pengesahan
Omnibus Law dan peraturan turunannya.
Seringkali perubahan ini tidak disertai
dengan sosialisasi yang memadai dan

2l Prabaswara F. N. Wibowo, “Kepastian dan
Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal
Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal”, Jurnal Unes Law
Review, Vol. 6 No. 2 (2023), him. 4417.
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kesiapan sistem pendukung seperti OSS,
sehingga menimbulkan kebingungan. 23

Ketidakpastian ini diperburuk dengan
proses legislasi yang dianggap kurang
partisipatif, sehingga menimbulkan
kekhawatiran bagi investor asing atas
kontinuitas dan  keadilan  kebijakan
investasi.

d) Birokrasi yang Kompleks dan Tidak
Transparan

Meskipun sistem OSS berbasis risiko
bertujuan menyederhanakan proses
perizinan, kenyataannya masih terdapat
hambatan dalam pelaksanaannya, terutama
di daerah yang infrastruktur digitalnya
belum memadai. Investor asing juga masih
menghadapi birokrasi yang lambat, praktik
informal, dan kurangnya transparansi dalam
pemberian izin dan rekomendasi teknis.

e) Risiko Politik

Meskipun secara formal Indonesia
memiliki sistem hukum yang mendukung
investasi, investor asing tetap memandang
bahwa risiko politik dan kebijakan yang
berubah-ubah menjadi hambatan utama.
Perubahan pemerintahan dapat
memengaruhi kelanjutan proyek strategis
seperti IKN, termasuk skema pendanaan,
insentif fiskal, dan penguasaan lahan.

3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Investasi Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
memberikan pilihan penyelesaian sengketa
antara investor asing dengan pemerintah
Indonesia. Menurut Pasal 32 UUPM,
penyelesaian dapat dilakukan melalui:

e Musyawarah untuk mufakat; atau

22 1bid, him. 4418.

2 Anindya Putri, et al., “Implikasi Omnibus
Law dalam Menarik Investasi Asing”, Jurnal
Batavia, Vol. 1 No. 5 (2024), him. 232.



o Arbitrase internasional atau
lembaga penyelesaian sengketa lain
yang disepakati para pihak.

Walaupun sistem peradilan nasional
terbuka bagi investor asing, banyak investor
memilih arbitrase internasional karena
dianggap lebih netral dan tidak berpihak
kepada negara tuan rumah (host country).
Pilihan ini  sering diambil  untuk
menghindari  kemungkinan bias bila
sengketa diproses di pengadilan negara
yang juga bertindak sebagai salah satu
pihak.?*

Arbitrase internasional memberikan
fleksibilitas prosedural, kerahasiaan, dan
penegakan putusan lintas negara. Dalam
konteks Indonesia, pilihan ini difasilitasi
melalui  keikutsertaan dalam ICSID
Convention. Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Washington (ICSID Convention)
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1968, yang menjadikan Indonesia sebagai
anggota International Centre for Settlement
of Investment Disputes (ICSID).

ICSID merupakan lembaga
internasional di bawah naungan World
Bank Group yang menangani sengketa
investasi antara negara dan investor asing.
Prosedur di ICSID mencakup dua bentuk
penyelesaian:

1. Konsiliasi (Conciliation) — Proses
non-mengikat di mana komisi
konsiliasi memberikan rekomendasi
setelah memeriksa bukti dan
pernyataan pihak-pihak.

2. Arbitrase (Arbitration) -
Penyelesaian  melalui  putusan
mengikat yang diambil oleh majelis

24 Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum
Investasi Langsung (Direct Investment), Jakarta:
Kencana, 2016, him. 328.

% Budi Sutrisno, et al., “Penyelesaian Sengketa
Antara Investor Asing Dengan Pemerintah
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arbitrase berdasarkan kesepakatan
atau perjanjian bilateral (BIT). ?°

Selain ICSID, investor asing juga dapat
memilih  penyelesaian melalui  forum
UNCITRAL, SIAC, atau forum lain yang
disebutkan dalam perjanjian investasi
bilateral.

Untuk menjamin keberlakuan hasil
arbitrase internasional di  Indonesia,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa mengatur tata cara
pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase asing. Menurut Pasal 66 UU No.
30 Tahun 1999, syarat pengakuan adalah:

a. Putusan Arbitrase Internasional
dijatunkan oleh arbiter atau majelis
arbitrase di suatu negara yang dengan
negara Indonesia terikat pada perjanjian,
baik secara bilateral maupun multilateral,
mengenai pengakuan dan pelaksanaan
Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
terbatas pada putusan yang menurut
ketentuan hukum Indonesia termasuk
dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

c. Putusan Arbitrase Internasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia
terbatas pada putusan yang tidak
bertentangan dengan ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional
dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh  eksekuatur dari  Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang
menyangkut Negara Republik Indonesia
sebagai salah satu pihak dalam sengketa,

Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID”,
Jurnal Jatiswara Unram, Vol. 36 No. 1 (2021), him.
82.



hanya dapat dilaksanakan  setelah
memperoleh eksekuatur dari Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia  yang
selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.

Keberadaan Keberadaan lembaga
arbitrase internasional seperti  ICSID
memang penting sebagai forum netral untuk
menyelesaikan sengketa antara investor
asing dan negara penerima investasi.
Namun, lembaga internasional saja tidak
cukup menjamin kepastian hukum jika
tidak didukung oleh sistem hukum nasional
yang mampu melaksanakan putusannya. Di
Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang memberikan dasar hukum
bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase internasional. Undang-undang ini
menetapkan bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat menjadi otoritas yang
berwenang dalam proses exequatur di
Indonesia. Penguatan regulasi domestik ini
penting untuk memastikan bahwa putusan
arbitrase benar-benar memiliki daya guna
dan daya laksana, sehingga investor asing
mendapatkan perlindungan hukum yang
nyata.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Indonesia telah
memberikan perhatian serius dalam
menyiapkan kerangka hukum yang
mendukung iklim investasi yang sehat
dan kompetitif. Undang-undang No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
memuat berbagai ketentuan mengenai
hak, kewajiban, serta perlindungan
bagi investor, baik domestik maupun
asing. FDI diwajibkan dalam bentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk
pada hukum Indonesia dan
berkedudukan di wilayah Indonesia.
Dalam implementasi FDI di Ibu Kota
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Nusantara, pemerintah telah
mengintegrasikan beberapa regulasi
strategis lain seperti Undang-Undang
Cipta Kerja dan Undang-Undang IKN,
serta peraturan pelaksanaannya seperti
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun
2023 dan Peraturan Presiden No. 49
Tahun 2021. Pelaksanaan FDI di IKN
juga ditopang oleh kebijakan yang
memberikan insentif fiskal dan non-
fiskal, termasuk kemudahan perizinan,
jaminan repatriasi keuntungan,
kemudahan dalam penguasaan lahan
melalui Hak Pengelolaan oleh Otorita
IKN, serta fasilitas lainnya yang
mendukung investor untuk
menanamkan modal secara aman dan
efisien. Prosedur pelaksanaan FDI
semakin  disederhanakan  melalui
sistem Online Single Submission
(OSS), dengan pelibatan Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) sebagai pengawas
pelaksanaan investasi.

. Kepastian hukum terhadap investor

asing dalam kegiatan FDI di IKN
menjadi isu yang sangat sentral dalam
mendorong keberhasilan pembangunan
ibu kota baru ini. Undang-Undang
Penanaman  Modal =~ memberikan
jaminan terhadap perlindungan hukum
bagi investor asing melalui pengaturan
tentang non diskriminasi, pemberian
hak atas tanah (HGB, HGU, Hak
Pakai), kemudahan repatriasi
keuntungan, serta pengaturan
penyelesaian sengketa investasi baik
melalui  forum domestik maupun
internasional. Prinsip-prinsip
internasional seperti national
treatment, most favoured nation, dan
fair and equitable treatment juga telah
diakomodasi dalam kebijakan nasional,
mencerminkan keseriusan Indonesia
dalam menyesuaikan diri dengan
standar hukum internasional. Namun
demikian, Kkepastian hukum tidak
hanya bergantung pada keberadaan
regulasi tertulis, tetapi juga pada
penegakan  hukum  yang adil,



konsistensi kebijakan, dan transparansi
proses perizinan.

B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang
masalah, pembahasan dan kesimpulan,
maka saran-saran yang dapat penulis
jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Pemerintah dan Otorita Ibu Kota
Nusantara perlu melakukan
sinkronisasi dan penyederhanaan
regulasi yang mengatur FDI di IKN.
Banyaknya peraturan yang berlaku
baik di tingkat pusat maupun daerah
dapat menimbulkan tumpang tindih
norma dan kebingungan dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu,
diperlukan  konsistensi  dalam
penyusunan peraturan pelaksana
turunan  dari  Undang-Undang
Penanaman  Modal,  Undang-
Undang Cipta Kerja, serta Undang-
Undang IKN agar tidak
bertentangan satu sama lain.
Penyederhanaan birokrasi perizinan
melalui  sistem terpusat yang
transparan, seperti OSS yang
terintegrasi dengan sistem OIKN,
juga perlu dipercepat untuk
menghindari hambatan birokrasi.

2. Pemerintah perlu meningkatkan
keterbukaan informasi hukum dan
kebijakan investasi secara aktif
kepada calon investor asing.
Kepastian hukum tidak hanya
dibentuk melalui regulasi tertulis,
tetapi juga melalui ketersediaan
informasi hukum yang jelas, mudah
diakses, dan diperbarui secara
berkala. Untuk itu, pemerintah dan
Otorita IKN harus menyediakan
platform resmi yang menyajikan
informasi hukum terkait investasi,
seperti syarat perizinan, tata ruang,
kepemilikan lahan, insentif fiskal,
serta ketentuan hukum yang berlaku
di wilayah IKN. Informasi tersebut
sebaiknya tersedia dalam berbagai
bahasa, terutama Bahasa Inggris,
agar dapat memudahkan investor
asing.
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